- GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

(NA TIONAL PAYMENT GATEWA Y)
(Peratyran Gubernur Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017,
tanggal 21 Juni 2017)

" DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a,
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bahwa untuk mewujudkan sistem pembayaran
nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal,
serta dengan memperhatikan perkembangan in-
formiasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang
semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka
kebijakan sistem pembayaran nasional perlu di-
arahkan pada pembangunan ketahanan, pengem-
bangan yang terintegrasi dan berkesinambungan,
serta peningkatan daya saing;

bahwa untuk membangun ketahanan, melaky-
kan pengembangan vyang terintegrasi dan ber-
kesinambungan, serta meningkatkan daya saing
sistem pembayaran nasional, diperlukan pena-
taan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan
mekanisme sistem pembayaran nasional dalam
Suatu tatanan yang mampu memproses seluruh
transaksi pembayaran ritel domestik secara inter-
koneksi dan interoperabilitas: A

bahwa pemrosesan transaksi pembayaran ritel
domestik secara interkoneksi dan interoperabili-
tas dalam kerangka penyelenggaraan gerbang
pembayaran nasional (national payment gateway)
merupakan pemenuhan atas kebutuhan masyara-
kat dalam bertransaksi secara nontunai dengan
menggunakan instrumen pembayaran ritel dan
ﬁntuk memfasilitasi serta memperluas akseptasi
masyarakat untuk gerakan nasional nontunai;
‘bahwa gerbang pembayaran nasional (national
payment gateway) perlu diselenggarakan dengan
tetap mengedepankan kepentingan nasional, ber-
orientasi pada manajemen risiko, memperhatikan
perlindungan konsumen, dan menerapkan stan-
dar serta praktik internasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia
tentang Gerbang Pembayaran Nasional {National

Payment Gateway);

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) se-
bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomar 23 Tahun 1999 tentang

" Bank Indonesia {Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indanesia Nomor 3843)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Re-
pubiik Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Transfer Dana {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lemba- |
ran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GER-
BANG PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAY-
MENT GATEWAY).
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| PENGLUMUMA

KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Pejabat Eselon | Di Lingkungan Kemen-
‘ terian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan atau Kepu-

tusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri  Keuangan Nomor 304/
‘ KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :
‘ Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI
‘ KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
| PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA

DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, .

l BEA KELUAR, DAN PAJAK PEN‘GHASILAN YANG
| BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 AGUSTUS 2017
SAMPAI DENGAN 15 AGUSTUS 2017.

PERTAMA:

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Peluna-
san Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
. Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea
Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk
tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 15 Agustus
20177 sebagai berikut

KEDUA:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak

tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs
yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs
spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar
internasibnal terhadap dolar Amerika Serikat yang
beriaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan
dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan ini.

KETIGA:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku
untuk tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan 15
Agustus 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Agustus 2017
a.n. MENTERI KEUANGAN
" KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
ttd
SUAHASIL NAZARA
NIP 197011231999031006

(BN )
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang di-
maksud dengan:

1. Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment
Gateway) yang selanjutnya disingkat GPN (NPG)
adalah sistem yang terdiri atas standar, switch-
ing, dan services yang dibangun melalui seper-
angkat aturan dan mekanisme (arrangement)
untuk mengintegrasikan berbagai instrumen dan
kanal pembayaran secara nasional.

2. Standar adalah spesifikasi teknis dan operasional
yang dibakukan.

3. Switching adalah switching sebagaimana dimak-.

sud dalam ketentuan Bank Indonesia yang men-
gatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan
transaksi pembayaran. '

4. Services adalah layanan yang disediakan untuk
memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran
ritel.

5. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyu-
-sun dan mengelola Standar dalam GPN {NPG}.

6. Lembaga Switching adalah lembaga yang meny-
elenggarakan Switching dalam GPN (NPG).

7. Lembaga Services adalah lembaga yang menge-
lola fungsi Services dalam GPN (NPG).

8. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai per-
bankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud
dalam UndangUndang yang mengatur mengenai
perbankan syariah.

9. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan
Bank yang berbadan hukum dan didirikan ber-
dasarkan hukum Indonesia.

10. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indanesia yang mengatur
mengenai alat pembayaran dengan menggunakan
kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang menga-
tur mengenai uang elektronik.

11. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai alat pembayaran dengan menggunakan
kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang menga-
tur mengenai uang elektronik.

12. Penyelenggara Payment Gateway adalah peny-
elenggara payment gateway sebagaimana dimak-
sud dalam ketentuan Bank Indonesia yang men-
gatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan
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transaksi pembayaran.

13. Anjungan Tunai Mandiri (Automated Teller Ma-
chine) yang selanjutnya disingkat ‘ATM adalah
mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau
kartu debet sebagaimana dimaksud dalam keten-
tuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

BAB Il
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2
Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN
INPG) melalui interkoneksi Switching untuk mewu-

- judkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional.

Pasal 3
Ruang lingkup GPN {NPG) mencakup trans-
aksi pembayaran secara domestik yang meliputi:
a. interkonekst Switching; .
b. interkoneksi dan interoperabilitas kanal pem-
bayaran berupa kanal ATM, electronic data cap-
tured (EDC), agen, payment gateway, dan kanal
pembayaran lainnya; dan
c. interoperabilitas instrumen pembayaran berupa
kartu ATM dan/atau kartu debet, kartu kredit,
uang elektronik, dan instrumen pembayaran lain-
nya.

BAB Il
PIHAK DALAM GPN (NPG)
Pasal 4
Pihak dalam GPN (NPG) meliputi:
a. penyelenggara GPN (NPG); dan
b. pihak yang terhubung dengan GPN (NPG).

Pasal 5

(1) Penyelenggara GPN (NPG} sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
a. Lembaga Standar;

b. Lembaga Switching; dan
c. Lembaga Services.

(2) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meli- |
puti:

a. Penerbit;
b. Acquirer;
c. Penyelenggara Payment Gateway; dan
“d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indo-
nesia.

P R T T T W e .



(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

{(2)

(3)

_PENGUMUMAN / PERA

TURAN PEMER EMERINTAH

Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) se-
bagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
bank umum, bank umum syariah, dan Lembaga
Selain Bank. :

Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan
rakyat syariah dapat terhubung dengan GPN
(NPG) melalui bank umum atau bank umum sya-
riah,

Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan anta-
ra penyelenggara GPN (NPG} dengan pihak yang

terhubung dengan GPN {NPG) diatur dalam Per-

aturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB IV
PENYELENGGARA GPN (NPG)
Bagian Kesatu
Lemhbaga Standar
Pasal 6
Lembaga Standar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bank In-
donesia. ‘
Pihak yang dapat ditetapkan sebagai Lembaga
Standar harus memenuhi kriteria paling sedikit:
8. merupakan representasi dari industri. sistem
pembayaran nasional;
b. berbadan hukum Indonesia; dan
c. memiliki kompetensi untuk menyusun,
mengembangkan, dan mengelola Standar
dalam rangka interkoneksi dan interopera-
bilitas berbagai instrumen dan kanal pem-
bayaran,

Pasal 7
Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai

Lembaga Standar harus mengajukan permohonan-

penetapan sebagai Lembaga Standar. secara ter-
tulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bank Indo-
nesia disertai dengan dokumen pendukung pe-

menuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2).

Dalam rangka memproses permohonan peneta-

pan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), Bank

Indonesia melakukan:

a. penelitian administratif;

b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan;
dan

c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengalu-
kan, dalam hal diperiukan.

Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud

dlersiseon Moy
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(4)

(1

| (2)

{3)

(1}

(2}

pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan un-
tuk:

a. menyetujui; atau-

b. menolak,

permohonan penetapan yang diajukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permo-
honan penetapan menjadi Lembaga Standar dia-
tur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 8
Lembaga Standar memiliki fungsi menyusun,
mengembangkan, dan mengelola Standar untuk |
interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pem-
bayaran, kanal bembayaran, dan Switching, serta
Securitv, '
Dalam rangka mengelola Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Lembaga Standar memi-
liki tugas: |
a. mengelola dan meiaksanakan proses sertifi-

kasi untuk memastikan kesesuaian instrumen |

dan/atau kanal pembayaran dengan Standar;
b. mengelola dan menatausahakan vendor dan
produk terkait instrumen dan/atau kanal pem-
bayaran yang telah memenuhi Standar: ‘
c. mengelola dan melaksanakan key manage-
ment sebagai certificate authority; dan
d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.
Dalam rangka melindungi kepentingan publik,
kepemilikan atas Standar vang disusun, dikem-
bangkan, dan dikelola oleh Lembaga Standar be-
rada pada Bank Indonesia.

Pasal 9

Lembaga Standar bertanggung jawab untuk me-
mastikan keamanan dan keandalan teknologi
informasi yang digunakan dalam penyusunan,
pengembangan dan pengelolaan Standar.
Lembaga Standar waijib menjaga kerahasiaan
data dan informasi terkait penyusunan dan pen-
gelolaan Standar.

Pasal 10
Lembaga Standar harus meminta persetujuan

Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis daiam
melaksanakan fungsi dan tugasnya.

(1)
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Pasal 11 ‘
Lembaga Standar mengimplementasikan Standar
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{2)

(3)

{1

(2)

(3)

(4)

(5

(6)

yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Lembaga Standar harus melakukan evaluasi se-
cara berkala terhadap Standar yang telah ditetap-
kan dan diimplementasikan.

Lembaga Standar bertanggung jawab untuk me-
ningkatkan pemahaman pihak yang terhubung
dengan GPN (NPG) mengenai Standar yang telah
ditetapkan dan diimplementasikan.

~ Bagian Kedua
Lembaga Switching
Pasal 12

Lembaga Switching sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memperoleh

persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indo-

nesia, Lembaga Switching harus memenuhi per-

syaratan paling sedikit: g

a. telah memperoleh izin sebagai penyelenggara
switching sesuai dengan ketentuan Bank In-
donesia yang mengatur mengenai penyeleng-
garaan pemrosesan transaksi pembayaran;

b. telah melaksanakan pemrosesan transaksi
pembayaran secara domestik dengan meng-
gunakan infrastruktur yang dimifiki di Indone-
sia;

c. memenuhi kepemilikan saham paling sedikit
80% (delapan puluh persen) sahamnya di-
miliki oleh warga negara Indonesia dan/atau
badan hukum Indonesia; dan

d. mampu dan memiliki kapasitas untuk melak-
sanakan fungsi Switching di GPN (NPG).

Pihak yang mengajukan permohonan sebagai
Lembaga Switching, selain memenuhi  per-
syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus memiliki modal disetor paling sedikit sebe-
sar RpS0.000.000LOO0,00 {(lima puluh miliar ru-
piah).
Dalam hal terdapat kepemilikan asing pada Lem-
baga Switching sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ maka perhitungan kepemilikan
asing tersebut meliputi kepemilikan secara lang-
sung maupun secara tidak langsung sesuai den-
gan penilaian Bank Indonesia.

Lembaga Switching yang telah memperoleh per-

setujuan Bank Indonesia wajib tetap memenuhi

persentase kepemilikan saham sebagaimana di-

maksud pada ayat (2) huruf c.

Lembaga Switching harus meminta persetujuan

(1

{2)

(3)

(4)

Bank indonesia dalam hal melakukan perubahan
modal dan/atau susunan pemegang saham.

Pasal 13
Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai
Lembaga Switching harus mengajukan permo-
honan persetujuan sebagai Lembaga Switching
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendu-
kung pemenuhan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).
Dalam rangka memproses permohonan persetu-
juan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bank
Indonesia melakukan:
a. penelitian administratif;
b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan;
dan
c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengaju-
kan, dalam hal diperlukan.
Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud
pada ayat {2), Bank Indonesia memutuskan un-
tuk:
a. menyetujui; atau
b. menolak,
permohonan persetujuan yang diajukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permo-
honan persetujuan menjadi Lembaga Switching
diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Guber-
nur.

Pasal 14
Lembaga Switching berfungsi dan bertugas

untuk memproses data transaksi pembayaran secara
domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas.

(1)

{2)

Pasal 15
Setiap Lembaga Switching wajib melakukan in-
terkoneksi dengan paling sedikit 2 {dua) Lembaga
Switching lainnya.
Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan
tertentu mengenai interkoneksi antar-Lembaga
Switching sebagaimana dimaksud pada ayat {(1}.

Pasal 16

Lembaga Switching wajib:

a.

b.

mematuhi service level agreement (SLA) Lemba-
ga Switching yang ditetapkan oleh Bank Indone-
sia;

menerapkan Standar yang ditetapkan oleh Bank
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(m

| {2)

(1)

(2)

(1)

{2)

{3)

Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Standar;
dan

terhubung dan memberikan akses data transaksi
pembayaran dan kegiatan operasionalnya kepada
Lembaga Services.

Pasal 17
Lembaga Switching dapat melakukan kerja sama
dengan penyelenggara Switching di luar GPN
(NPG) sepanjang telah memperoleh persetujuan
dari Bank Indonesia.
Lembaga Switching harus memastikan bahwa
transaksi pembayaran domestik melalui pihak

yang bekerja sama dengan Lembaga Switching |

diproses melalui GPN (NPG).

Pasal 18

Pemberian persetujuan kepada Lembaga Switch-
ing dalam rangka kerja sama sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 17 ayat {1) mengacu pada
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur menge-
nai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pem-
bayaran,

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

(1)

{2)

(3)

ayat (1), pemberian persetujuan kerja sama kepa-

da Lembaga Switching juga mempertimbangkan
kontnbusn penyelenggara Switching di tuar GPN
(NPG) terhadap peningkatan kapasﬁas dan kapa-
bititas penyelenggaraan GPN {NPG}.

Bagian Ketiga
Lembaga Services
Pasal 19
Lembaga Services sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ ditetapkan oleh Bank In-
donesia.

| {4)

i (N

Pihak yang ditetapkan sebagai Lembaga Services

harus memenuhi kriteria paling sedikit:
a. berbadan hukum Indonesia berbentuk perse-
roan terbatas; ;
b. mampu dan memiliki kapasitas untuk melak-
sanakan fungsi Services di GPN (NPG); dan
c. sahamnya dimiliki bersama oleh:
1. Lembaga Switching; dan
2. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha
(BUKU) 4 (empat) yang mayoritas saham-

(2)

nya dimiliki warga negara Indonesia dan/

atau badan hukum Indonesia.
Kepemilikan saham pada Lembaga Services oleh

Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha {BUKU)
4 {empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ angka 2 dapat berupa kepemilikan tidak
langsung.

Pasal 20

Pihak yang akan melakukan kegiatan sebagai
Lembaga Services harus mengajukan permo-
honan penetapan sebagai Lembaga Services
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendu-
kung pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat {2).

Dalam rangka memproses permohonan peneta-

- pan sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Bank

Indonesia melakukan:
a. penelitian administratif;

*b. analisis kelayakan pihak yang mengajukan;

dan
c. pemeriksaan terhadap pihak yang mengaju-
kan, dalam hal diperlukan.
Berdasarkan hasil proses sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bank Indonesia memutuskan un-
tuk: :
a. menyetujui; atau
b. menolak,
permohonan penetapan yang diajukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permo-
honan penetapan menjadi Lembaga Services dia-
tur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 21

Lembaga Services memiliki tugas yaitu:

a. menjaga keamanan transaksi pembayaran dan
kerahasiaan data nasabah;

b. melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen:

¢. mengembangkan sistem untuk pencegahan
fraud,” manajemen risiko, dan mitigasi risiko;

d. mengelola life cycle atas secure access mod-
ule (SAM} dan mobile apps;

€. menangani perselisihan transaksi pembayaran
dalam rangka perlindungan konsumen; dan

f. melaksanakan tugas lainnya yang diamanat-
kan oleh Bank Indonesia terkait kegiatan Ser-
vices.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Lembaga Services ber-

wenang:

a. menetapkan ketentuan; dan
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b. memperoleh akses terhadap data transaksi
pembayaran dan kegiatan operasional dari
Lembaga Switching.

Pasal 22

| (1) Lembaga Services wajib mematuhi standar dan
SLA Lembaga Services yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia.

(2) Lembaga Services harus meminta persetujuan
Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis
dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengga-
ra GPN (NPG) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.

BABV
PIHAK YANG TERHUBUNG DENGAN GPN (NPG)
Pasal 24
Dalam rangka pelaksanaan interkoneksi dan
interoperabilitas, pihak yang terhubung dengan GPN

(NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal b ayat (2)

wajib:

a. . mematuhi dan melaksanakan Standar yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia dan dikelola oleh
Lembaga Standar; dan .

b. mematuhi ketentuan yang ditetapkan olen Lem-
baga Services.

Pasal 25
(1) Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seb-
agaimana dimaksud datam Pasal 5 ayat (2) wajib
terhubung dengan GPN (NPG) dengan cara men-
jadi anggota pada paling sedikit 2 (dua)} Lembaga
Switching.

{2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan untuk instrumen yang dapat saling
interoperabilitas tanpa melalui Lembaga Switch-

ing.

Pasal 26
Ketentuan lebih lanjut mengenai pihak yang
terhubung dengan GPN (NPG) diatur dalam Peraturan
Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI
PENYELENGGARAAN GPN (NPG)
Bagian Kesatu

| (2) Pemrosesan

Kewaijiban Penyelesaian Akhir di Bank Indonesia
Pasal 27

(1) Lembaga Switching wajib memproses penyelesa-
ian akhir (setelmen) di Bank Indonesia untuk hasil
perhitungan transaksi antaranggota dalam Lem-
baga Switching yang sama.

(2} Lembaga Services wajib memproses penyelesa-
ian akhir (setelmen) di Bank Indonesia untuk hasil
perhitungan transaksi antar-Lembaga Switching
dan/atau antarPenerbit.

(3) Tata cara dan mekanisme kepesertaan Lembaga
Switching dan Lembaga Services untuk mem-
proses penyelesaian akhir (setelmen) di Bank In-
donesia mengacu pada ketentuan Bank Indone-
sia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
transaksi, penatausahaan surat berharga, dan
setelmen dana seketika.

Bagian Kedua
Pemrosesan Transaksi Pembayaran Domestik
Pasal 28

(1) Setiap transaksi pembayaran domestik wajib di-

proses melalui GPN (NPG).

transaksi pembayaran domestik

dalam penyelenggaraan GPN {NPG) dilaksanakan

sebagai berikut:

a. untuk kartu ATM dan/atau kartu debet tunduk
pada ketentuan Bank Indonesia yang menga-
tur mengenai alat pembayaran dengan meng-
gunakan kartu; dan

b. untuk instrumen pembayaran selain kartu
ATM dan/atau kartu debet tunduk pada Per-
aturan Anggota Dewan Gubernur yang akan
ditetapkan kemudian oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga
Branding Nasional
Pasal 29

(1) Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak yang terhubung
dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) wajib mematuhi ketentuan Bank
Indonesia mengenai branding nasional.

(2) Branding nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan seperangkat aturan terkait
logo, perluasan akseptasi nasional, dan pemros-
esan domestik.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan
tata cara penggunaan branding nasional diatur
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| (2)

(3)

(nm

(2)

(3)

(4)

(1)

dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 30

Bank Indonesia menetapkan logo nasional seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).
Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) wa-
jib mencantumkan logo nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pada setiap instrumen
pembayaran yang diterbitkan.
Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang
menyediakan kanal pembayaran berupa ATM,
EDC, agen, payment gateway, dan/atau kanal
pembayaran lainnya wajib:
a. menggunakan logo nasional sebagaimana di-

maksud pada ayat (1): dan
b. menerima instrumen pembayaran yang men-
. cantumkan Idgo nasional sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1).

Bagian Keempat
Skema Harga
Pasal 31.

Penyelenggara GPN (NPG} sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak yang terhubung

dengan GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat {2) wajib mematuhi ketentuan Bank

Indonesia mengenai kebijakan skema harga.

Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertim-

bangkan prinsip sebagai berikut:

a. mendorong perluasan akseptasi,
kompetisi, layanan, dan inovasi:

b. didasarkan pada aspek cost of recovery dit-
ambah margin yang wajar, risiko, dan kenya-
manan; dan

€. penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.

Penetapan kebijakan skema harga sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbang-

kan masukan dari pihak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan skema

harga diatur dalam Peraturan Anggota Dewan

Gubernur.

efisiensi,

Bagian Kelima
Fitur Layanan
Pasal 32
Penyelenggara GPN (NPG} sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pihak yang ter-

H

(2)

(3)

m

(2}

(1

(2)

hubung dengan GPN (NPG) sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 -ayat (2) wajib menyediakan
fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang
diproses melalui GPN {(NPG}.

Fitur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

pembayaran;

transfer;

tarik tunai;

cek saldo; dan/atau

fitur layanan Jainnya.

Kewajiban,penyediaan fitur layanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentu-
an Bank Indbnesia yang mengatur mengenai alat
pembayaran dengan menggunakan kartu dan ke-
tentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai |
uang elektronik.

®ao0op

BAB VIl
LAPORAN
Pasal 33 .
Setiap penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menyam-
paikan laporan kepada Bank Indonesia.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a.* laporan berkala; dan
b. laporan insidental.

Pasal 34

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk Lembaga Stan-

dar, terdiri atas:

a. laporan triwulanan; dan

b. laporan tahunan.

Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (2) huruf b untuk Lembaga Standar |

terdiri atas:

a. faporan perubahan modal dan/atau susunan
pemegang saham serta perubahan susunan |
pengurus Lembaga Standar;

b. laporan perubahan data dan informasi pada
dokumen yang disampaikan pada saat men-
gajukan permohonan penetapan kepada Bank
Indonesia; dan -

¢. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank In-
donesia,.

Pasal 35
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| (1} Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2} huruf a untuk Lembaga Switch-
ing merupakan laporan berkala bagi penyeleng-
gara switching sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang‘mengat‘ur menge-

nai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pem-
bayaran, dengan menambahkan informasi men- |

genai kegiatan operasional Lembaga Switching.
Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf b untuk Lembaga Switch-
ing merupakan laporan insidental sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai penyelenggaraan pemros-
esan transaksi pembayaran.

| (2)

Pasal 36
(1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk Lembaga Ser-
vices, terdiri atas:
a. laporan triwulanan;
b. laporan tahunan; dan
| c. laporan hasil audit sistem informasi dari audi-
tor independen yang dilakukan paling sedikit
| 1 {satu} kali dalam setahun.
(2) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat {(2) huruf b untuk Lembaga Ser-

vices terdiri atas:

a. laporan gangguan dalam penyelenggaraan
Services dan.tindak lanjut yang telah dilaku-
kan;

b. laporan perubahan susunan pengurus Lem-
baga Services;

c. laporan terjadinya keadaan kahar atas peny-
elenggaraan Services;

d. laporan perubahan data dan informasi pada

dokumen yang disampaikan pada saat men-

gajukan permchonan penetapan kepada Bank

Indonesia; dan

laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank In-

| donesia.

Pasal 37 .
Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan
tata cara penyampaian laporan diatur dalam Peraturan
Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 38
Laporan bagi pihak yang terhubung dengan
GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasat 5 ayat

(2) merupakan laporan sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

BAB VIil
PENGAWASAN
Pasal 39

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap
.penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 5 ayat (1) yang meliputi:

a. pengawasan langsung; dan
b. pengawasan tidak langsung.

{2} Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia melaku-
kan pengawasan langsung sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a terhadap pihak yang
melakukan kerja sama dengan penyelenggara
GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1).

(3) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain un-
tuk dan atas nama Bank Indonesia untuk melak-
sanakan pengawasan langsung sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) huruf a.

{4} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen-
gawasan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan
Gubernur.

! Pasal 40
Dalam hat hasil pengawasan Bank Indonesia

; menunjukkan bahwa penyelenggara GPN {NPG) se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) tidak

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara memadai, Bank Indonesia dapat:

a. meminta penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk:
1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu; dan
2. menghentikan sementara sebagian atau selu-

ruh kegiatan; dan

b. mencabut penetapan atau persetujuan yang telah
diberikan kepada penyelenggara GPN (NPG) seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IX

SANKSI

Pasal 41
Penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana di-
maksud dalam Pasai 5 ayat (1) yang melanggar ke-
tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2), Pasal 12 ayat (5}, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16,
Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat {1}, Pasal 27 ayat
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(2); Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat {1), Pasal 31

ayat (1), Pasal 32 ayat (1), dan/atau Pasal 33 ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda;

c. penghentian sementara sebagian atau seluruh ke-
giatan; dan/atau

d. pencabutan penetapan dan/atau persetujuan se-
bagai penyelenggara GPN (NPG) sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 42

Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) yang me-
langgar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al‘ 24, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29
ayat {1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal
31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau

c. penghentian sementara atau permanen konektivi-

tas dengan GPN (NPG).

Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Anggota
Dewan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 44
(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebi-

jakan tertentu dalam melakukan penetapan dan/ !
atau memberikan persetujuan penyelenggara

GPN (NPG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1). ;

(2) Kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada pertimbangan antara
lain:

a. meningkatkan efisiensi nasional;

mendukung kebijakan nasional;

menjaga kepentingan publik; '

menjaga pertumbuhan industri; dan

menjaga persaingan usaha yang sehat.

® oo o

Pasal 45
(1) Standar nasional teknologi chip untuk kartu ATM
dan/atau kartu debet yang ditetapkan oleh Bank
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| (2)

Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai alat pembayaran dengan
menggunakan kartu, ditetapkan sebagai Standar
kartu ATM dan/atau kartu debet untuk digunakan
di GPN (NPG).

Pihak yang menjadi pengelola standar nasi-
onal teknologi chip untuk kartu ATM dan/atau
kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan sebagai Lembaga Standar seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) untuk
interoperabilitas instrumen pembayaran berupa
kartu ATM dan/atau kartu debet.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

. (1) Pihak yang telah memperoleh izin sebagai prinsi-

- pal sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku |

dapat mengajukan permohonan persetujuan seb-
agai Lembaga Switching sesuai dengan izin prin-
sipal yang telah diperolehnya, sepanjang telah
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2) huruf b, huruf ¢ dan huruf d.
{2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 {tiga)

bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia |

ini.
(3) Ketentuan persyaratan modal disetor sebagaima-

na dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3} tidak ber- |

laku bagi pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4} Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tetap
. bertanggung jawab untuk menyediakan kegiatan
Services kepada anggotanya.

Pasal 47

Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (2) huruf a untuk prinsipal yang menjadi
Lembaga Switching yaitu laporan berkala bagi prin-
sipal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan
pemrosesan transaksi pembayaran, dengan menam-
bahkan informasi mengenai kegiatan operasional
Lembaga Switching.

Pasal 48
Sebelum Lembaga Services ditetapkan, se-
luruh tugas dan wewenang Lembaga Services dilak-

sanakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bank Indonesia _




dengan memperhatikan masukan dari industri sistem
pembayaran.

(1

{2}

(3}

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49
Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) beru-
pa bank umum dan bank umum syariah, untuk
instrumen kartu ATM dan/atau kartu debet, wa-
jib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat {1) paling lambat tanggal 30
Juni 2018.
Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {2) beru-
pa bank umum dan bank umum syariah, untuk
instrumen selain kartu ATM dan/atau kartu de-
bet, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 25 ayat (1} sesuai dengan
ketentuan dan waktu yang akan diatur lebih lan-
jut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
Pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
berupa Lembaga Selain Bank, dapat terhubung
de‘ngan GPN (NPG) 'sesuai dengan ketentuan dan
waktu yang akan diatur lebih lanjut dalam Per-
aturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 50
Paeraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-
publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2017
GUBERNUR BANK INDONESIA,
td.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 134

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/8/PBI/2017
TENTANG
GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL
(NATIONAL PAYMENT GATEWAY)

UMUM

Lanskap sistem pembayaran di Indonesia ter-
us berkembang. Teknologi menjadi katalis dalam
mengakselerasi perkembangan sistem pem-
bayaran nasional. Kondisi ekosistem sistem pem-
bayaran nasional relatif kompleks dan cenderung
terfragmentasi. Fragmentasi yang timbul akibat
belum terjadinya interkoneksi menjadikan infra-
struktur sistem pembayaran belum efisien. Dari
sisi kelembagaan belum terdapat pula aturan dan
mekanisme (arrangement) kelembagaan nasional
yang memayungi interkoneksi atau interoperabili-
tas industri sistem pembayaran ritel di dalam neg-
eri. [

GPN (NPG) dikembangkan untuk menjadikan
infrastruktur pembayaran lebih efisien, andal,
dan aman. Aturan dan mekanisme (arrangement)
kelembagaan dalam GPN (NPG) akan menjadi pa-
yung interkoneksi atau interoperabilitas industri
sistem pembayaran ritel di dalam negeri.

Inisiatif GPN (NPG) ini terselenggara melalui
keterlibatan aktif industri sistem pembayaran se-
cara terkoordinasi dengan mengedepankan aspek
kepentingan nasional (national interest) sehingga
dapat mewujudkan infrastruktur domestik yang
terkoneksi, dapat dimanfaatkan secara bersama-
sama, dan konvergen untuk mencapai interopera-
bilitas yang optimal.

Bank Indonesia sebagai otoritas yang diberi
mandat oleh UndangUndang untuk mengatur, me-
nyelenggarakan perizinan, dan melakukan penga-
wasan sistem pembayaran nasional, perlu mene-
tapkan kebijakan GPN (NPG) melalui interkoneksi
Switching untuk mewujudkan interoperabilitas
sistem pembayaran nasional. Adapun transaksi
pembayaran secara domestik yang menjadi caku-
pan dalam penyelenggaraan GPN (NPG) meliputi
interoperabilitas instrumen pembayaran berupa
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kartu ATM dan/atau kartu debet, kartu kredit,
uang elektronik, dan instrumen pembayaran lain-
nya, serta interkoneksi dan interoperabilitas kanal
pembayaran berupa kanal ATM, EDC, agen, pay-
ment gateway, dan kanal pembayaran lainnya.

Penyelenggara GPN (NPG) adalah Lembaga
Standar, Lembaga Switching, dan Lembaga Ser-
vices yang dalam pelaksanaannya dilakukan se-
cara bersama-sama serta didukung oleh pihak
yang terhubung dengan GPN (NPG) seperti Pener-
bit, Acquirer, Penyeienggara Payment Gateway,
maupun pihak lain yang ditetapkan oleh Bank In-
donesia.

Lembaga Standar berperan dalam memastikan
terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas dalam
penyusunan dan pengelolaan Standar, khususnya
Standar instrumen pembayaran, Standar kanal
pembayaran, serta Standar fitur layanan transak-
si. Lembaga Switching bertugas untuk memfasili-
tasi penerusan data transaksi pembayaran secara
domestik dalam rangka mewujudkan dan meme-
lihara interkoneksi dan interoperabilitas secara
aman dan efisien. Sementara Lembaga Services
berperan dalam menyediakan akses transaksi
pembayaran lintas jaringan, mengatur, serta me-
mastikan keamanan transaksi pembayaran yang
memadai.

GPN (NPG) dapat menjadi landasan untuk
pemrosesan transaksi pembayaran massal melaluj
proses integrasi atas seluruh kanal pembayaran
dan pemrasesan domestik yang selama ini belum
dapat terselenggara secara éfisien. Oleh karena
itu, dalam aturan dan mekanisme {arrangement)
GPN (NPG) ditentukan bahwa untuk seluruh tran-
saksi pembayaran domestik dan terhadap seluruh
instrumen pembayaran yang diterbitkan di do-
mestik oleh penerbit domestik, wajib dilakukan
dengan pemrosesan domestik pula. Hal ini ber-
tujuan untuk memperluas akseptasi masyarakat
dalam melakukan transaksi pembayaran secara
nontunai dengan menggunakan instrumen pem-
bayaran ritel serta menjadi bagian yang menyatu
dari upaya Bank Indonesia dalam memfasilitasi
gerakan nasional nontunai. Penyelenggaraan GPN
(NPG) tetap perlu mengedepankan kepentingan
nasional, mendorang penerapan prinsip kehati-
hatian, manajemen risiko dan perlindungan kon-
sumen, sesuai dengan standar dan praktik inter-
nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu
dilakukan pengaturan terhadap GPN (NPG) dalam
suatu Peraturan Bank.Indonesia.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Yang dimaksud dengan “transaksi pem-
bayaran secara domestik” adalah transaksi yang:
1. menggunakan instrumen pembayaran yang

diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia; dan '
2. dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Repub-

lik Indonesia.
Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkoneksi Switch- |
ing” adalah keterhubungan antara jaringan
Switching yang satu dengan jaringan Switching
yang lainnya.

Huruf b : !

Yang dimaksud dengan “interkoneksi kanal
pembayaran” adalah keterhubungan antara jarin- .
gan pada kanal pembayaran yang satu dengan
kanal pembayaran yang lainnya.

Yang d.imaksud dengan “interoperabilitas

kanal pembayaran” adalah kondisi dimana in-
strumen pembayaran dapat digunakan pada in- |
frastruktur lain selain dari infrastruktur Penerbit
instrumen pembayaran yang bersangkutan.
. Yang dimaksud dengan “EDC” adalah elec-
tronic data captured sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai alat pembayaran dengan menggunakan
kartu.

Yang dimaksud dengan “agen” adalah pihak
yang bekerja sama dengan Penerbit dalam mem-
berikan layanan jasa sistem pembayaran dan
keuangan dengan menggunakan sarana dan per-
angkat teknologi berbasis mobile maupun berba-
sis web.

Yang dimaksud dengan “kanal pembayaran
lainnya” adalah kanal pembayaran yang dimiliki
oleh Bank (proprietary channel), kecuali kanal
pembayaran yang transaksinya diproses melalui
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settle- |
ment (BI-RTGS}.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “interoperabilitas in-
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strumen pembayaran” adalah kondisi dimana in-
strumen pembayaran dapat digunakan pada in-
frastruktur lain selain dari infrastruktur Penerbit
instrumen pembayaran yang bersangkutan.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a s/d Huruf ¢
Cukup'ielas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah
pihak selain Penerbit, Acquirer, dan Penyeleng-
gara Payment Gateway yang menyelenggarakan
layanan pembayaran kepada konsumen. '
Avyat (3) s/d Ayat (b)

Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Penetapan Lembaga Standar mencakup in-
strumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau
kartu debet, uang elektronik, kartu kredit, dan/
atau instrumen pembayaran lainnya.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “industri sistem pem-
bayaran nasional” meliputi prinsipal, penerbit, ac-
quirer, penyelenggara kliring, dan penyelenggara
penyelesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur menge-
nai alat pembayaran dengan menggunakan kartu
dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur
mengenai uang elektronik.

Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Termasuk dalam kompetensi untuk menyu-
sun, mengembangkan, dan mengelola Standar
adalah memiliki:

1. struktur organisasi;

2. sumber daya manusia yang memadai;

3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan

4, sistem pengendalian internal untuk memasti-

kan penyusunan dan pengelolaan Standar di-

lakukan secara aman, efisien, dan memenuhi

prinsip tata kelola yang baik (good gover-

nance).
Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain
untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan
kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam
jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan
operasional.

Huruf c

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara
melakukan kunjungan ke lokasi usaha (on site
visit) pihak yang mengajukan permohonan pene-
tapan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran
dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, ser-
ta untuk memastikan kesiapan operasional.

Avyat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)

Dalam hal instrumen pembayaran yang dis-
tandardisasi adalah uang elektronik chip based
maka pengembangan Standar termasuk SAM un-
tuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabili-
tas.

Ayat (2)
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “key management”.
adalah fungsi pengelolaan kunci digital {(key} yang
mencakup penerbitan (issuing), medifikasi (modi-
fication), dan pencabutan {revoke) dalam rangka
standardisasi pengamanan transaksi sistem pem-
bayaran.

Yang dimaksud dengan “certificate authority”
adalah fungsi penerbitan (issuing) dan pengelo-
laan kunci digital (key) dalam rangka menjamin
serta menjaga keamanan transmisi data suatu
transaksi pembayaran.

Huruf d

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
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Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat {2)

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan
data” termasuk memastikan kerahasiaan data
dan informasi apabila penyusunan dan pengelo-
laan Standar dilaksanakan oleh pihak lain.

Pasal 10

Hal yang bersifat strategis seperti:

a perencanaan dan pengembangan spesifikasi

. Standar;

b. penetapan persyaratan, prosedur pelaksa-
naan, dan kategori pihak yang disertifikasi
termasuk perubahiannya;

c. kerja sama dengan pihak lain dalam melak-
sanakan kegiatan penyusunan dan pengelo-
laan Standar; dan

d. penetapan jenis dan besarnya biaya yang
digunakan dalam kegiatan penyusunan dan
pengelolaan Standar.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk evaluasi terhadap Standar yang telah
ditetapkan antara lain untuk memastikan kes-
esuaiannya dengan perkembangan teknologi dan
kebutuhan industri.

Avyat (3)

Salah satu bentuk peningkatan pemahaman
pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) terkait
Standar antara lain melalui pelaksanaan sosialisa-
si dan edukasi.

Pasal 12

Avyat (1)

Cukup jelas.

Ayat {2)

Huruf a
Cukup jelas,

Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemrosesan trans-

aksi pembayaran” mencakup tahapan otorisasi,

kiiring, dan penyelesaian akhir sebagaimana di-

maksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur m'engenai penyelenggaraan pemros-
esan transaksi pembayaran. Termasuk dalam
tahapan otorisasi adalah penerusan data trans-

aksi pembayaran.

Yang dimaksud dengan “infrastruktur” antara
lain sistem, aplikasi, pusat data {data center}, dan
disaster recovery enter.

Huruf ¢

Dokumen mengenai struktur dan porsi kepe-
milikan saham disertai dengan surat pernyataan
yang berisi penegasan mengenai kebenaran data
dan informasi yang disampaikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu dan memiliki
kapasitas untuk melaksanakan fungsi Switching
di GPN (NPG)” antara lain memiliki:

1. struktur organisasi;

2. sumber daya manusia yang memadai:
3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. infrastruktur yang andal.

Ayat (3)

Dokumen mengenai modal disetor disertai
dengan surat pernyataén yang berisi penegasan
mengenai kebenaran data dan informasi yang dis-
ampaikan.

Avyat (4)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan asing”
adalah kepemilikan oleh warga negara asing dan/
atau badan usaha asing.

Penilaian Bank Indonesia atas kepemilikan
saham tidak langsung dapat dilakukan sampai
dengan pemegang saham akhir {ultimate share-
holder/beneficial owner).

Ayat {5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.

Avyat (2)
Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain
untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan
kesesuaian dokumen yang disampaikan.

Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam
jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan
operasional.

Huruf ¢

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara
mefakukan kunjungarp'ke lokasi usaha (on site
visit) pihak yang mengajukan permohonan per-
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setujuan untuk melakukan verifikasi atas kebena-
ran dan kesesuaian dokumen yang disampaikan,
serta untuk memastikan kesiapan operasional.
Ayat {3) dan Avyat (4)

Cukup jelas.
Pasal 14 dan Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Dalam rangka memberikan akses kepada
Lembaga Services, Lembaga Switching memper-
hatikan ketentuan Lembaga Services.

Pasal 17
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara
Switching di luar GPN {NPG)” adalah pihak yang
telah memperoleh izin sebagai penyelenggara
switching berdasarkan ketentuan Bank Indonesia
yang mengatur mengenai penyelenggaraan pem-
rosesan transaksi pembayaran dan/atau prinsi-
pal berdasarkan ketentuan Bank Indanesia yang
mengatur mengenai alat pembayaran dengan
menggunakan kartu, namun bukan merupakan
Lernbaga Switching.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Pasal 18
Avyat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kontribusi penye-

lenggara Switching di luar GPN (NPG) terhadap

peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyeleng- ;
garaan GPN (NPG)" antara lain perluasan aksep-

tasi dan/atau alih teknologi.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Termasuk dalam kapasitas dan kapabilitas
melaksanakan tugas Services adalah memiliki:
1. struktur organisasi;
2. sumber daya manusia yang memadai;

PERATURAN PEMERINTAH

3. kebijakan dan prosedur tertulis; dan
4. infrastruktur yang andal di Indonesia.
Huruf ¢

Lembaga Switching yang menjadi pemilik sa-
ham adalah seluruh Lembaga Switching.

Bank umum vyang menjadi pemilik saham
adalah seluruh Bank Umum berdasarkan Kegiatan
Usaha (BUKU) 4 (empat). ‘

Pelaksanaan kepemilikan saham oleh seluruh
Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU)
4 (empat) dapat dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kesiapan masingmasing Bank.

Avyat (3}

Kepemilikan tidak langsung dihitung berdasar-
kan 2 (dua) jenjang kepemilikan saham di atas
Lembaga Services.

Kepemilikan tidak langsung oleh Bank Umum
berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU} 4 (empat)
termasuk pula dalam hal Bank Umum berdasar-
kan Kegiatan Usaha (BUKU) 4 {empat) tersebut
belum memiliki saham namun berwenang untuk

iikut melakukan pengendalian terhadap Lembaga

Services berdasarkan kesepakatan dengan pihak
vang menjadi pemilik Lembaga Services.
Pasal 20
Avyat (1)

Cukup jelas:
Ayat (2)
Huruf a

Penelitian administratif dilakukan antara lain
untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, dan
kesesuaian dokumen yang disampaikan.
Huruf b

Analisis kelayakan antara lain memuat rekam
jejak, kapasitas dan kapabilitas, serta kesiapan
operasional..
Huruf ¢

Pemeriksaan dilaksanakan dengan cara
melakukan kunjungan ke lokasi usaha (on site
visit) pihak yang mengajukan permohonan pene-
tapan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran
dan kesesuaian dokumen yang disampaikan, ser-
ta untuk memastikan kesiapan operasional.
Ayat (3) dan Ayat (4]

Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
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Termasuk tugas menjaga keamanan transaksi |

pembayaran dan kerahasiaan data nasabah anta-
ra lain melalui pengembangan fitur keamanan dan
penerapan end-to-end encryption dalam pemros-
esan transaksi pembayaran.
Huruf b

Termasuk tugas melakukan rekonsiliasi, klir-

"ing, dan setelmen antara lain monitoring terhadap

data dan kegiatan operasional Lembaga Switch-
ing.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Yang dimaksud dengan “life cycle atas SAM”
adalah siklus hidup terkait usia penggunaan SAM.

Yang dimaksud dengan “life cycle atas mo- |

bile apps” adalah siklus penggunaan terkait masa
guna yang harus disesuaikan jika terdapat pem-
baharuan software.
Huruf e dan Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)

Cukup jelas
Avyat (2)

Termasuk dalam hal yang bersifat strategis
antara lain menetapkan ketentuan dan peruba-
han anggaran dasar Lembaga Services seperti
perubahan modal, perubahan pengurus, dan/atau

perubahan susunan pemegang saham, serta keg- .
iatan terkait pelaksanaan tugas sebagai Lembaga |

Services.
Pasal 23 dan Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Avyat (1) !

Kewajiban terhubung dengan paling sedikit 2
(dua) Lembaga Switching berlaku untuk masing-
masing instrumen dan/atau kanal pembayaran.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Hasil

perhitungan transaksi antaranggota

dalam Lembaga Switching yang sama mencakup
transaksi menggunakan instrumen pembayaran
berupa kartu ATM dan/atau kartu debet.
Avyat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 28
Ayat (1)

Transaksi yang waijib diproses melalui GPN
{(NPG) meliputi transaksi yang dilakukan melalui
intra-Lembaga Switching dan melalui inter-Lem-
baga Switching.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemrosesan trans-
aksi pembayaran” mencakup tahapan otorisasi,
kliring dan penyelesaian akhir sebagaimana di-
maksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur mengenai penyelenggaraan pemros-
esan transaksi pembayaran.

Termasuk dalam tahapan otorisasi
penerusan data transaksi pembayaran.
Pasal 29
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Aturan terkait logo antara lain mengenai
desain logo, pencantuman logo pada setiap in-
strumen dan kanal pembayaran yang digunakan
dalam transaksi pembayaran melalui GPN (NPG),
dan pihak yang wajib mencantumkan logo.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

adalah

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara
lain:

a. industri sistem pembayaran antara lain prin-
sipal, penerbit, acquirer, penyelenggara klir-
ing, dan penyelenggara penyelesaian akhir se-
bagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank
Indonesia yang mengatur mengenai alat pem-
bayaran dengan menggunakan kartu dan ke-
tentuan Bank Indonesia yang mengatur men-
genai uang elektronik; dan

b. asosiasi.
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Cukup jelas.
Pasal 32 s/d Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Avyat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional

Lembaga Switching” adalah hal yang terkait den- ’

gan penyelenggaraan Lembaga Switching terma-

suk transaksi pembayaran antaranggota, trans- |
aksi pembayaran antar-Lembaga Switching, dan

data spesifik untuk keperluan analisis.
Avyat (2}
Cukup jelas.
Pasal 36
Ayat (1)

Laporan berkala untuk Lembéga Services an- |

tara lain mencakup Iapora'n terkait seluruh keg-
iatan operasional penyelenggaraan Lembaga Ser-
vices.
Ayat {2)

Cukup jelas.
Pasal 37 dan Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Dalam melaksanakan pengawasan, Bank In-
donesia juga melakukan evaluasi terhadap kin-
erja masing-masing Lembaga Standar, Lembaga
Switching, dan Lembaga Services.
Pasal 40

Yang dimaksud dengan “hasil pengawasan
Bank Indonesia” termasuk pula hasil evaluasi
terhadap kinerja Lembaga Standar, Lembaga
Switching, dan Lembaga Services.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42
Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Pelaksanaan sanksi penghentian sementara

atau permanen konektivitas dengan GPN (NPG) '

dilakukan melalui kerja sama dengan Lembaga

Standai', Lembaga Switching, dan/atau Lembaga |

Services.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

i

Avyat (1)
Kebijakan penetapan dan/atau persetujuan pe-

nyelenggara GPN (NPG) antara lain pembatasan

jumlah dan persyaratan Lembaga Switching serta

kepemilikan Lembaga Services.

Avyat {2)

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1) .

Yang dimaksud dengan “prinsipal” adalah
prinsipal sebagaimana dimaksud dalam ketentu-
an Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat
pembayaran dengan menggunakan kartu.

Avyat (2) dan Ayat (3}

Cukup jelas.

Avyat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan Services
kepada anggotanya” adalah kegiatan yang di-
laksanakan untuk instrumen pembayaran berupa
kartu ATM dan/atau kartu debet, tidak termasuk
kegiatan pengelolaan life cycle atas SAM dan life
cycle atas mobile apps.

Pasal 47 '

Cukup jelas.
Pasal 48

Yang dimaksud dengan “industri sistem pem-
bayaran” antara lain prinsipal, penerbit, acquirer,
penyelenggara_kliring, ‘dan penyelenggara peny-
elesaian akhir sebagaimana dimaksud dalam ke- |
tentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai
alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan
ketentuan Bank Indonesia yang mengatur menge-
nai uang elektronik. .

Pihak yang dapat ditunjuk oleh Bank Indone-
sia antara lain prinsipal, Penerbit, dan payment
gateway.

Pasal 49 dan Pasal 50
Cukup jelas.
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